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BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2015 yang dananya tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka
Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu membentuk
dana cadangan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan
Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
disebutkan bahwa pembentukan dana cadangan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4494 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;
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Menetapkan

10.

11.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2009 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2011 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PEMALANG TAHUN 2015.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut
pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati

Pemalang.

5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB 11
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna
membiayai penyelenggaraan pemilihan Tahun 2015.

BAB I
BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

(1) Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 16.000.000.000, (Enam
Belas Miliar Rupiah) dan setiap tahun ditetapkan melalui APBD secara
bertahap sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 8.000.000.000 (Delapan Miliar
Rupiah) dengan rincian pada APBD induk sebesar Rp. 5.000.000.000
(Lima Miliar Rupiah) dan pada perubahan APBD sebesar Rp.
3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah);

b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 4.000.000.000 (Empat Miliar
Rupiah);

c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 4.000.000.000 (Empat Miliar
Rupiah).

(2) Apabila terjadi kekurangan biaya pemilihan dianggarkan pada APBD
Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali
dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1) Dana Cadangan ditempatkan pada rekening Dana Cadangan yang
dikelola oleh PPKD.

(2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut ditempatkan
dalam deposito pada bank pemerintah yang memberikan hasil tetap
dengan resiko rendah.

(3) Bunga deposito dari penempatan Dana Cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menambah Dana Cadangan.

(4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB V
PENCAIRAN DANA CADANGAN

Pasal 6

Pencairan Dana Cadangan dilaksanakan dengan pemindahbukuan dari
rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada Tahun
Anggaran 2015.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2015 dan 2016.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan
diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Cadangan dilaksanakan pada akhir
tahun anggaran.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,
ttd
H. JUNAEDI
Diundangkan di Pemalang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

TTD

W. JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Tingkat |
NIP. 19661224 199203 1 005
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

UMUM

Bahwa dalam rangka untuk membiayai Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015 yang dananya tidak dapat
dibebankan dalam satu Tahun Anggaran, maka Pemerintah Daerah perlu
membentuk Dana Cadangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan
bahwa dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah,
Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan Belanja Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
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Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Penggunaan Dana Cadangan pada tahun anggaran 2016
digunakan untuk kegiatan pemilihan yang belum terselesaikan
pada tahun anggaran 2015.

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5



